' SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PERUMUS DAN PANELIS DEBAT TERBUKA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota menjelaskan bahwa KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Perumus dan Tim
Panelis dari pakar yang ahli di bidangnya sesuai dengan
kebutuhan dalam mempersiapkan debat publik atau debat
terbuka antar Pasangan Calon yang berasal dari kalangan:
profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;

b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor: 494 /PL.02-SD/06/2025
Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas
Perselisihan Hasil Pemilihan menyatakan KPU
Kabupaten/Kota wajib menyelenggarakan 1 (satu) kali
debat terbuka antar-Pasangan Calon guna menyampaikan
visi, misi dan program masing-masing pasangan calon
sebelum melaksanakan Pemungutan Suara Ulang;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU
Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 44 /PL.02.4-
BA/3206/2025 tentang Penetapan Tim Perumus dan
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Panelis Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten
Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Perumus dan Panelis
Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHPU.BUP-

XXII1/2025;

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
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Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024

tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 568);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun

2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

7. Keputusan  Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penetapan
Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Tasikmalaya Tahun 2024 Tindak Lanjut Putuaan

Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum  Kabupaten

Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan
Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tahapan dan
Jadwal Pencalonan serta Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DAN
PANELIS DEBAT TERBUKA PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN.
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KESATU : Menetapkan Tim Perumus dan Panelis Debat Terbuka

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun

2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas

Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sebagai berikut:

1. Nama : Prof. Dr. H. Fauzan Ali Rasyid, M.Si
Jabatan : Guru Besar UIN Sunan Gunung Djati
Bandung
Kedudukan : Ketua Tim Perumus dan Panelis
2. Nama : Yustriadi
Jabatan : Pendiri dan Ketua Yayasan Visi Nusantara
Maju
Kedudukan : Sekretaris Tim Perumus dan Panelis
3. Nama : Dr. Asep M. Tamam
Jabatan : Dosen UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Kedudukan : Anggota Tim Perumus dan Panelis
4. Nama : Prof. Dr. H. Adang Djumhur Salikin, M.Ag
Jabatan : Dosen Pascasarjana UNMA
Dosen Pascasarjana IAIN/UIN Gusdur
Pekalongan
Kedudukan : Anggota Tim Perumus dan Panelis
5. Nama : Fahmy Iss Wahyudy, M.Ipol
Jabatan : Dosen FISIP Universitas Pasundan
Kedudukan : Anggota Tim Perumus dan Panelis
KEDUA : Tugas Tim Perumus dan Panelis sebagaimana dimaksud pada

Diktum KESATU, yakni sebagai berikut:

a. membantu merumuskan desain dan format debat publik

atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

b. membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan

setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan

Calon;

c. mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema

atau topik debat publik atau debat terbuka antar

Pasangan Calon;

d. melakukan monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan

debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
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e. melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau
debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh
KPU Kabupaten Tasikmalaya.

KETIGA : Tim Perumus dan Panelis Debat Terbuka Pasangan Calon
yang ditunjuk sebagaimana dalam Diktum KESATU, harus
memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

1. mempunyai integritas, jujur, dan simpatik; dan
2. bersikap netral dan tidak memihak kepada Pasangan Calon

dan/atau tim Kampanye Pasangan Calon.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah atau Hibah Pemilihan Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 10 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

JPATEN TASIKMALAYA
Rbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
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